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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pembauran

kebangsaan diperlukan peranserta masyarakat warga
negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan/lembaga
nirlaba lainnya dan organisasi pemerintahan, serta
penyelenggara pemerintah daerah, untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. bahwa untuk meningkatkan peranserta masyarakat warga

negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan/lembaga
nirlaba lainnya dan organisasi pemerintahan, serta
penyelenggara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
kegiatan pembauran kebangsaan perlu diberikan tanda
penghargaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan;
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Mengingat

Menetapkan :

1.

Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang
Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda
Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44) jo
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 3);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan aktif serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Lembaga Nirlaba Lainnya yang selanjutnya disingkat LNL adalah
lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga
pelatihan/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok
pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Tanda penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan
oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada perorangan,
organisasi kemasyarakatan/LNL, dan penyelenggara pemerintah
daerah dalam menjaga kerukunan nasional, meningkatkan persatuan
dan kesatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi
anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi
sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni, budaya, pendidikan,
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dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa
harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan bertujuan untuk:

a.

memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku pembauran
kebangsaan yang telah berjasa; dan

meningkatkan peranserta perorangan, organisasi kemasyarakatan/
lembaga nirlaba lainnya, dan penyelenggara pemerintah daerah dalam
kegiatan pembauran kebangsaan.

Pasal 3

Sasaran penerima pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan
terdiri atas:

a.

perorangan;

organisasi kemasyarakatan/LNL; dan

penyelenggara pemerintah daerah/pemerintah desa.
Pasal 4

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain
warga masyarakat, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota
badan permusyawaratan desa yang berjasa dan menjadi teladan dalam
kegiatan pembauran kebangsaan.

Organisasi kemasyarakatan/LNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, terdiri atas organisasi yang dibentuk oleh masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga
penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, pondok pesantren
termasuk lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa
menyelenggarakan kegiatan pembauran kebangsaan.

Penyelenggara pemerintah daerah/pemerintah desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas pemerintah daerah,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, kepala desa/lurah atau
nama lainnya, dan perangkat daerah yang berjasa dalam memberikan
fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan secara
berkelanjutan.
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BAB IlI
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

® 00 o

tatacara penilaian;

tatacara pemberian penghargaan;

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

pembinaan dan pengawasan; dan

pendanaan.
BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, = mempunyai kewenangan dalam memberikan tanda
penghargaan pembauran kebangsaan kepada perorangan, organisasi
kemasyarakatan/LNL dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi.

Gubernur mempunyai kewenangan dalam pemberian tanda
penghargaan pembauran kebangsaan di provinsi.

Bupati/Walikota mempunyai kewenangan dalam pemberian tanda
penghargaan pembauran kebangsaan di kabupaten/kota.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penilaian
Pasal 7

Kriteria penilaian dalam pemberian tanda penghargaan pembauran
kebangsaan meliputi bidang:

a.

® a0 o

bahasa;

adat istiadat;

seni budaya;

pendidikan; dan

perekonomian.
Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

Calon penerima pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
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